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Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak : 2005

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap
koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar
Rp303.216.732,00;

Menurut Terbanding: bahwa pemeriksa melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak
Pertambahan Nilai sebesar Rp303.216.732,00 karena Pemohon Banding tidak
dapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telah
terlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan dan

Dokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II;

Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulan
Januari 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,
dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy;

Pendapat Majelis  : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan
banding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasan
tertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalam
persidangan maupun disampaikan melalui sekretariat
pengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut :

1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari 2005
dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana
Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,

2. bahwa terdapat “perbedaan” dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksa
hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan
peneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,

3. bahwa terdapat “perbedaan” dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksa
hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan
peneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;

4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangat
mendasar atau “FUNDAMENTAL"” bukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada
kepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasar
penetapan maupun dasar perhitungan,

5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yang
masih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atas
margin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsional
mengkoreksi tidak berdasarkan bukti-bukti autentik serta dasar hukum yang
digunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalam
menghitung PPN yang masih harus dibayar,

6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masih
harus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukan
SPT PPN Pemohon Banding karena peneliti / penelaah mengoreksi tidak
sesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harus
dibayar,

7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata cara
menghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaah
terdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harus
dibayar. Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisa
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8. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN Masa
Pajak Januari 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah
sebagai berikut :

DPP PK Rp 941.255.72
DPP (80/100xDPP PK) Rp 753.004.58
Selisih (DPP PK-DPP PM) Rp 188.251.14
PPN (10/100xDPP) Rp 18.825.11!

bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding,
penjelasan tertulis, penjelasan tertulis terkait sengketa, data
yang diserahkan dalam persidangan, pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut :

1. bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon Banding tidak memenubhi
permintaan peminjaman buku / catatan / dokumen sebagaimana yang telah
diminta oleh Terbanding dengan:

a. Surat permintaan peminjaman buku atau catatan dan dokumen Nomor

b. S-105/WPJ.29/KP.0600/2010 tanggal 08 Desember 2010,

C. Surat Peringatan | Nomor S-191/WPJ.29/KP.0600/2010 tanggal 09 Desember
2010,

d. Surat Peringatan Il Nomor S-238/WPJ.29/KP.0600/2010 tanggal 26 Desember
2010.

2. Pemohon Banding tidak pernah melakukan pembetulan atas SPT Tahunan
PPh Orang Pribadi tahun pajak 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007 dalam
rangka penerapan

3. Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),

4. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-
Undang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPN
secara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagai
koreksi DPP PPN sesuai dengan

5. Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang PPh jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP.536/PJ/2000 tentang Norma Perhitungan Netto bagi Wajib Pajak
yang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma
Perhitungan,

6. dalam rangka keberatan Terbanding (penelaah keberatan) berpendapat cara
perhitungan DPP PPN yang lebih sesuai adalah Pasal 9 ayat (7) Undang-
Undang PPN jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/
KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
553/KMK.04/2000 tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak
Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak
dengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Perbedaan
dasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan Keputusan
Keberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaan
pajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan surat
keputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpa
memunculkan item koreksi diluar DPP,

7. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPN
Masa Januari 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/
KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :
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